GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALOQO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran
2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 2021,
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2021;

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

S.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157}

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2020 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

sebagai berikut:

a.

b.

Pendapatan:
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 405.055.721.419,00
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.505.292.860.000,00
3. Lain-lain Pendapatan

yang Sah Rp. 4.240.539.000,00

Jumlah Pendapatan Rpl1.914.589.120.419,00

Belanja:
1. Belanja Operasi Rp. 1.539.452.189.250,00
2. Belanja Modal Rp. 149.095.156.389,00
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 11.000.000.000,00
4. Belanja Transfer Rp. 212.971.867.139,00

Jumlah Belanja Rp 1.912.519.212.778,00

Surplus/(Defisit) Rp 2.069.907.641,00
/)
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c. Pembiayaan:

1. Penerimaan Rp. 7.930.092.359,00
2. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. (2.069.907.641,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III
dan Lampiran [V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial
yang diterimanya.

(3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana
hibah dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka
penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara

hukum dan wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 6
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang- undangan.
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Pasal 7
Peraturan Gubernur inj mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan peénempatannya dalam Berita

Daerah Provins;j Gorontalo.

Ditetapkan dj GorontaJp

pada tanggal 39 2020

Diundangkan dj Gorontalq,
pada tanggal 3@ Buonhr 2020
SEKRETARIS DAERAH I;ROVINSI GORONTALO,

-

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 69



